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Abstrak 

Nur May Lena/222016257/2020. Perbandingan Indeks Transparansi Kabupaten/Kota  

Se-Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan indeks transparansi tiap-

tiap daerah di Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung. Jenis penelitian ini adalah komparatif dan 

deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa evaluasi kinerja 

penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD). Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 32 

Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung. Metode pengumpulan data pada 

penelitian ini yaitu menggunakan analisis dokumen. Teknik analisis data yang digunakan yaitu 

analisis kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan uji independent sampel t tes. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa, tidak ada perbedaan antara indeks transparansi Provinsi Sumatera 

Selatan dan Lampung. Hasil lain juga menunjukkan tidak ada perbedaan indeks transparansi antara 

daerah yang berstatus kota dengan daerah yang berstatus kabupaten. 

Kata kunci: Indeks Transparansi 
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Abstract 

Nur May Lena / 222016257/2020. A Comparison  of  The Transparency Index of each District  

in South Sumatra and Lampung Province. 

This study aimed at determining and analyzing the index of transparency of each region in the 

province of South Sumatra and in the province of Lampung . This study was a kind of comparative 

and descriptive research. The data used was secondary data such as performance evaluation 

region of local government processes (EKPPD). The population of this study was 32 District in 

South Sumatra Province and Lampung Province. Technique used for collecting the data was 

documents. Data analysis technique used was quantitative and qualitative analys by using 

independent samples t test. The results showed that there was no difference between the index of 

transparency in Province of South Sumatra and the index of transparency in Province of 

Lampung. The other result also showed that there were no differences of transparency index 

between the areas whose status were a city and the areas whose status were a district. 

Keywords: Transparency Index 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada era reformasi saat ini, pemerintah daerah berkewajiban 

menerbitkan informasi atas aktivitas yang dilaksanakan sesuai dengan 

Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

Keberadaan undang-undang tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya 

Instruksi Presiden No. 07 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan 

Pemberantasan Korupsi. Terbitnya beberapa peraturan tersebut sebagai 

bentuk komitmen pemerintah untuk menciptakan penyelenggaraan 

pemerintah yang bersih dan transparan. Transparansi pada pemerintah 

diharapkan mampu menghasilkan tata kelola kepemerintahan yang baik (good 

governance), juga memperbaiki kinerja dan memanfaatkan sumber daya 

secara ekonomi, efisiensi, dan efektif.  

Pemerintah berupaya mewujudkan pelaksanaan kepemerintahan yang 

baik (good governance) dengan keberadaan Undang-undang No. 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintah Daerah diharapkan mampu mendorong terwujudnya 

good governance. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 

71 Tahun 2010 setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk 

melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam 

pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode 

pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, menejemen, transparansi,
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keseimbangan antargenerasi (international equity), dan evaluasi kinerja. 

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang 

bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat 

keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. 

Menurut Arifin (2015: 107) Good Governance adalah suatu 

penyelenggaraan menejemen pembangunan yang solid dan bertanggung 

jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, 

penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik 

secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta 

penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. 

Orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan good 

governance.  

Menurut United Nasional Development Program (UNDP) beberapa 

karakteristik pelaksanaan good governance, meliputi Participation, 

keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung 

maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan 

aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi 

dan berbicara serta berpartisipasi secara kontruktif. Rule of law, kerangka 

hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Transparency, 

dibangun atas kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan 

kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang 

membutuhkan. Responsiveness, Lembaga-lembaga publik harus cepat dan 

tanggap dalam melayani stakeholder. Consensus orientation, berorientasi 
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pada kepentingan masyarakat yang lebih luas. Equity, setiap masyarakat 

memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan 

keadilan. Effeciency and effectiveness, pengelolaan sumber daya publik 

dilakukan secara bedaya guna (efisien) dan behasil guna (efektif). 

Accountability, pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang 

dilakukan. Strategic vision, penyelenggaraan pemerintah dan masyarakat 

harus memiliki visi jauh kedepan.Dari sembilan karakteristik tersebut, paling 

tidak terdapat tiga hal yang dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik 

yaitu transparansi, akuntabilitas publik dan value for money (economy, 

efficiency, effectiveness).  

Transparansi merupakan salah satu asas yang penting untuk mencapai 

tata kelola yang baik, terutama dalam menigkatkan kepercayaan masyarakat 

kepada lembaga-lembaga negara. Pemerintah berupaya untuk menerapakan 

good publik governance terhadap organisasi sektor publik agar tidak terjadi 

penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat. Menurut Arifin (2015: 

108) makna transparansi dalam penyelengaraan pemerintah daerah dapat 

dilihat dalam dua hal yaitu, salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah 

kepada rakyat, dan Upaya peningkatan menejemen pengelolaan dan 

penyelenggaraan pemerintah yang baik dan mengurangi kesempatan praktek 

kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).  

Transparansi berperan penting bagi masyarakat dalam mengotrol 

kegiatan pemerintah. Penyajian informasi yang utuh pada lembaga 

pemerintah akan menciptakan transparansi sehingga mampu mewujudkan 
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akuntanbilitas publik. Menurut Mardiasmo (2018: 48-49) transparansi adalah 

keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan 

daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. 

Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan 

horizontal accountability antara pemerintah daerah dan masyarakatnya, 

sehingga terwujud pemerintah daerah yang bersih, efektif, akuntabel, dan 

resposif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. 

Menurut Arifin (2015: 108) untuk mewujudkan pertanggung jawaban 

pemerintah terhadap warganya, salah satu cara dilakukan dengan 

menggunakan prinsip transparansi (keterbukaan). Melalui transparansi 

penyelenggaraan pemerintah, masyarakat memberikan kesempatan untuk 

mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah. Juga 

melalui transparansi penyelenggaraan pemerintah tersebut, masyarakat dapat 

memberikan feedback atau outcomes terhadap kebijakan yang telah diambil 

pemerintah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Irwan dan Syamsul (2016), berpendapat 

bahwa indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah berbasis website di 

seleluruh daerah Indonesia berada di kategori insufficient (tidak cukup). 

Penelitian lain juga dilakukan oleh Muhammad dan Daewanis (2019), 

berpendapat bahwa terdapat 6 kabupaten/kota di Indonesia berada di kategori 

sufficient (cukup), sedangkan yang lainnya berada di kategori insufficient 

(tidak cukup).  
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Open Budged Index (OBI) 2012 yang diluncurkan Internasional 

Budged Partnership pada 23 Januari 2013 menunjukkan peningkatan 

transparansi anggaran pemerintah Indonesia. Index transparansi Indonesia 

meningkat jika dibandingkan OBI tahun 2010. Pada 2012, transparansi 

anggaran Indonesia mendapat skor 62, sedangkan pada 2010 hanya mendapat 

skor 51. Salah satu faktor peningkatan keterbukaan anggaran karena 

pemerintah membuat citizen budget atau ringkasan anggaran di media massa 

dan elektronik serta laman Kementerian Keuangan pada 2012. "Kecukupan 

informasi dalam dokumen seperti nota keuangan juga mulai bertambah. Nota 

keuangan cukup lengkap dan memadai seperti adanya informasi tentang 

target kinerja dan lain-lainnya” tutur sekjen Forum Indonesia untuk 

Transparansi Anggaran (FITRA) Yuna Farhan. Namun, menurut Yuna, masih 

ada banyak hal yang masih perlu dilakukan pemerintah dalam meningkatkan 

transparansi anggaran.  

Menurut sekjen FITRA Yuna, merinci ada tiga hal yang harus dicermati 

pemerintah untuk menaikkan indeks transparansi anggaran tersebut. Pertama, 

pemerintah harus mempublikasikan in year report atau realisasi anggaran 

pada tahun berjangka setiap tiga bulan. Kedua, menurut Yuna, pemerintah 

perlu meningkatkan secara komprehensif kecukupan informasi anggaran pada 

nota Keuangan RAPBN dan dokumen pendukung RKA-KL, termasuk 

menampilkan pencapaian kinerja dalam LKPP dan melakukan konsultasi 

publik pada penyusunan citizen budget. Terakhir, dibandingkan Filipina, 

menurut Yuna, tingkat keterlibatan publik dalam penyusunan anggaran di 
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Indonesia masih tergolong lemah. Sebab itu, pemerintah harus memperluas 

partisipasi publik dalam penyusunan anggaran di legislatif. Prestasi 

peningkatan indeks keterbukaan anggaran Indonesia bukanlah keberhasilan 

pemerintah semata. Peningkatan ini bisa dicapai karena faktor lahirnya UU 

Keterbukaan Informasi Publik, partisipasi masyarakat sipil, dan inisiatif 

global seperti open government" kata dia. Sumber: [http://amp.kompas.com 

/nasional/read/2013/02/03/12313074/Tranansparansi.Anggaran.Pemerintah. 

Meningkat] 

Angka transparansi anggaran pemerintah Indonesia mengalami 

perbaikan. Mengutip hasil riset Open Budged Survey garapan Internasional 

Budged Partnersip (IBP) skor keterbukaan anggaran Indonnesia tahun 2017 

naik menjadi 64 poin dari 59 poin per tahun 2015. Peneliti (Sekjen) Forum 

Indonesia untuk Transparansi Anggaaran (FITRA) Yenti Nur Hidayat 

menyampaikan walau transparansi laporan kementrian keuangan sudah 

meningkat tapi masih ada sejumlah catatan yang bisa diperbaiki, di antaranya 

adalah keterbukaan proses pembuatan anggaran dan masalah tenggat waktu 

pelaporan. Sumber: [http://amp.kontan.co.id/news/skor-transparansi-anggaran 

-pemerintah-meningkat-fitra-masih-ada-catatan] 

Manager Riset FITRA (Forum Indonesia Transparansi Anggaran, 

Misbahul Hasan, mengatakan Kabupaten Kebumen merupakan daerah 

dengan indeks transparansi tertinggi dari 70 kabupaten/kota yang diteliti. 

“Kabupaten Kebumen patut diapresiasi, karena memiliki indeks transparansi 

tertinggi dari 70 Kabupaten/Kota dan 18 Provinsi yang diteliti” katanya 

http://amp.kontan.co.id/news/skor-transparansi-anggaran%20-pemerintah-meningkat-fitra-masih-ada-catatan
http://amp.kontan.co.id/news/skor-transparansi-anggaran%20-pemerintah-meningkat-fitra-masih-ada-catatan
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dalam acara launching Local Budget Study (LBS) di Hotel Aryaduta, 

Jakarta, Kamis, 16/03. Misbah memaparkan, FITRA saat ini melihat 

pemerintahan pusat dan daerah masih memiliki transparansi yang rendah. Ini 

akan berdampak kepada indeks keterbukaan lainnya. Sementara, keterbukaan 

anggaran publik menjadi hak bagi setiap warga negara. Menteri Dalam 

Negeri, Tjahjo Kumolo, menyambut baik hasil lauching tersebut. 

“Pemerintah pusat dan daerah saat ini masih memiliki kendala terkait 

transparansi. Peran-peran LSM, seperti FITRA, diperlukan untuk melakukan 

tata kelola pemerintahan yang lebih baik” tambahnya.  

Sekjen FITRA, Yenny Sucipto, juga menegaskan penelitian ini 

dilakukan atas dasar masalah transparansi yang masih rendah. Padahal, UU 

No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik cukup lama 

diterapkan. Berdasarkan hasil launching tersebut, Kabupaten Kebumen 

mendapatkan Indeks transparansi tertinggi. Sedangkan, kabupaten 

Mempawah tercatat sebagai daerah dengan indeks transparansi terendah. 

Penelitian ini menggunakan tiga komponen indeks transparansi yaitu uji 

akses dokumen, keterbukaan proses, dan kelembagaan dan kinerja PPID.  

Sumber: [http://info-anggaran.com/2017/04/21/kabupaten-kebumen-men 

dapatkan-penghargaan-dengan-indeks-transparansi-tertinggi] 

Berdasarkan data yang diperoleh dari www.otda.kemendagri.go.id yang 

berupa hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD), 

maka diperoleh hasil skor transparansi untuk kabupaten/kota se-Provinsi 

Sumatera Selatan dan Lampung sebagai berikut : 

http://info-anggaran.com/2017/04/21/kabupaten-kebumen-men%20dapatkan-penghargaan-dengan-indeks-transparansi-tertinggi
http://info-anggaran.com/2017/04/21/kabupaten-kebumen-men%20dapatkan-penghargaan-dengan-indeks-transparansi-tertinggi
http://www.otda.kemendagri.go.id/
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Tabel I.1 

Kertas Kerja Skor Transparansi Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera 

Selatan dan Lampung 
 

NO Kabupaten/ Kota 
Transparansi 

Skor 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

 Sumatera Selatan           

1 Kab Banyuasin 4 4 4 4 4 4 4 2 4 34 

2 Kab Empat Lawang 3 4 4 4 4 4 4 2 4 33 

3 Kota Lahat 4 4 4 4 4 4 4 2 4 34 

4 Kab Muara Enim 4 4 4 4 4 4 4 2 4 34 

5 Kab Musi Banyuasin 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 

6 Kab Musi Rawas 4 4 4 4 4 4 4 2 4 34 

7 Kab Ogan Ilir 3 4 4 4 4 4 1 1 3 28 

8 Kab Ogan Komering Ilir 4 4 4 4 4 4 4 2 4 34 

9 Kab Ogan Komering Ulu 4 4 3 4 4 4 4 2 3 32 

10 Kab Ogan Komering Ulu Selatan 4 4 3 1 4 4 4 2 4 30 

11 Kab Ogan Komering Ulu Timur 4 4 3 1 4 4 1 2 2 25 

12 Kota Lubuklinggau 4 4 4 4 4 4 4 2 4 34 

13 Kab Pagaralam 4 4 4 1 4 4 4 2 4 31 

14 Kota Palembang 4 4 3 1 4 4 1 2 4 27 

15 Kota Prabumulih 4 4 4 1 4 4 1 2 4 28 

 Lampung           

1 Kab Lampung Barat 4 4 4 4 4 4 4 2 4 34 

2 Kab Lampung Selatan 4 4 4 1 4 4 1 2 4 28 

3 Kab Lampung Tengah 4 4 3 1 4 4 4 2 4 30 

4 Kab Lampung Timur 3 4 4 1 4 4 4 3 3 30 

5 Kab Lampung Utara 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34 

6 Kab Mesuji 4 4 3 1 4 4 1 2 4 27 

7 Kab Pasawaran 3 4 4 4 4 4 4 2 4 33 

8 Kab Pringsewu 4 1 4 4 4 4 4 1 4 30 

9 Kab Tanggamus 4 4 4 1 4 4 1 2 4 28 

10 Kab Tulang Bawang 4 4 4 4 4 4 4 2 4 34 

11 Kab Tulang Bawang Barat 4 1 4 1 4 4 4 1 4 27 

12 Kab Way Kanan 4 4 4 4 4 4 1 3 4 32 

13 Kota Bandar Lampung 4 4 4 4 4 4 4 1 4 33 

14 Kota Metro 4 4 4 4 4 4 4 2 4 34 

Sumber: Penulis, 2020 

Keterangan :  
T1 : Opini BPK terhadap Laporan Keuangan 

T2 : Keberadaan Implementasi E-Procurement 

T3 : Temuan BPK RI  yang Ditindak Lanjuti 

T4 : Keberadaan Perda/ PerBup tentang Konsultasi Publik 

T5 : Keberadaan Perda tetang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan 

PP No. 58 Tahun 2005 

T6 : Adanya Media Informasi Pemda yang dapat Diakses Publik 

T7 : Keberadaan Perda tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan 

Peraturan Perundang-undangan 

T8 : Realisasi Belanja teradap Anggaran Belanja 

T9 : Rasio Belanja Publik Terhadap APBD 
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Tabel I.2 

Range Skor Masing-masing Indikator Kinerja Kunci 

 

Indikator Kinerja Kunci 

Skor T2, T4, T5, T6, 

dan T7 
T1 T3 T8 T9 

Tidak TMP 0-25% < 80% 25-30% 1 

 TW 26-50% 81-90% 31-35% 2 

WDP 51-75% 91-95% 36-40% 3 

Ada WTP 76-100% 96-100% > 41% 4 

 

Berdasarkan data Tabel I.1 menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan 

skor transparansi pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan dan 

Lampung yang belum maksimal dalam melakukan transparansi. Fenomena 

yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung jika dilihat dari tabel 

diatas, adanya kondisi perolehan skor yang beragam. Dari  

Tabel I.1 tersebut terlihat bahwa masih ada daerah yang memperoleh 

opini WDP,  yang menggambarkan daerah tersebut cenderung kurang dalam 

mengungkapkan informasi keuangan kepada publik. Masih terdapat daerah 

yang tidak memiliki e-procurment, menunjukkan bahwa daerah tersebut 

kurangnya keterbukaan proses, perencanaan dan diselesaikannya kegiatan 

dalam memperoleh barang/jasa. Terdapat daerah  yang tindak lanjut terhadap 

temuan BPK cukup rendah, hal ini menunjukkan semakin rendahnya temuan 

yang ditindak lanjuti maka semakin rendah pula tingkat keterbukaan daerah 

tersebut. Beberapa daerah belum memiliki peraturan daerah tentang 

konsultasi publik dan standar pelayanan publik. Belum adanya peraturan 

daerah tersebut menandakan bahwa kurangnya kepatuhan terhadap peraturan 

dan proses pelayanan, sehingga menimbulkan kurangnya komunikasi dengan 
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masyarakat dan batasan terkait hak dan kewajiban. Rendahnya realisasi 

belanja terhadap anggaran dan rasio belanja terhadap APBD di beberapa 

daerah dapat memungkinkan terjadinya tingginya tingkat kebocoran APBD 

dan menimbulkan praktik kolusi, korupsi dan nepotisme pada daerah tersebut. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dan kurangnya penelitian 

tentang indeks transparansi, maka peneliti ingin mengetahui indeks 

transparansi pemerintah daerah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dan 

Lampung. Dengan demikian, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Perbandingan Indeks Transparansi 

Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan 

diteliti adalah bagaimanakah perbandingan indeks transparansi tiap-tiap 

daerah di Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung ? 

 

C. Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui dan 

menganalisis perbandingan indeks transparansi tiap-tiap daerah di Provinsi 

Sumatera Selatan dan Lampung. 

 

 



   11 
 

 
 

D. Manfaat 

1. Bagi Penulis 

Mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan mengenai 

hal yang berkaitan dengan indeks transparansi pada pemerintah daerah 

Provinsi Sumatera Selatan dan  Lampung. 

2. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung 

Bagi pemerintah daerah diharapkan memotivasi pemerintah daerah di 

Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung untuk menigkatkan indeks 

transparansi. 

3. Bagi Almamater 

Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber referensi dan 

pertimbangan bagi penelitian sebelumnya, khususnya untuk peneliti yang 

memiliki topik yang relatif sama. 
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